
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Sarat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Sarat (Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

: a. bahwa Provinsi Irian Jaya Sarat Barat ditetapkan dalarn Undang­
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Sarat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007
nama Provinsi Irian Jaya Sarat diubah menjadi Provinsi Papua Barat
dan telah diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Sagi Provinsi Papua
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 21· Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Sagi
Provinsi Papua;

c. bahwa Provinsi Papua Sarat sebagai pemekaran dari Provinsi Induk
Papua dilandasi pandangan "dua tapi satu, satu tapi dua", yaitu
dalam satu tanah Papua terdapat dua provinsi tetapi tetap satu
Papua;

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua
Sarat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Sarat;
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GUBERNUR PAPUA BARAT

.dan

Dengan Persetujuan Bersama.'~...,

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukari Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 'Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018/PUU-1I2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~omor 415,1); sebaqairnana telah diubah denqan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua rnerijadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang .Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 ..Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I,ndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)','
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor.
59, Tambahan Lembaran Neg,araRepublik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

8. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
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salinan sesuai dengan aslinya,

~ KEPALA BIRO HUKUM,

'.~

~RYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 45

MARTHEN LUTHER RUMADAS

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 21 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Desember 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TID

p'asal2

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempata!lQj'a Dalam Lsrnbaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 1
Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' Provinsi Papua Barat diubah menjadi Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat selanjutnya disingkat DPRPB,

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:,


